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PERATURAIT GI'BERI{UR NUSA TENGGARA TIIIUR

roMOR4l TAIIUII 2O1a

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG SEBAGIAN TUGAS GUBERNUR NUSA

TENGGARATIMURKEPADAWAKILGUBERNUR,SEKRETARISDAERAH'
ASISTEN DAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAIIMAT TT'IIAI{ YANG IrIAHA ESA

GI'BERNUR. NI'SA TI!|GIGA.RA TIMUR"

Menlmbang

Menglngat : 1.

: a. bahwa dalam upaya efisiensi dan efektifitas tugas
Gubernur selaku Kepala Pemerintahan di daerah 

'
maka dimungkinkan tugas Gubemur tersebut
didelegasikan kepada Wakil Gubernur, Sekretaris
Daerah, Asisten dan Pimpinan Perangkat Daerah'

b. bahwa pendelegasian wewenang tugas Gubernur
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Gubernur'

2.

3.

Undang- Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukkan Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1649);
Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintah Daerah (Iembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56791;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2O14 tentang
Administrasi Pemerintahan ;

Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2O16 tentang
Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
lembaran Negara Republik ]ndonesia Nomor 5887);
Peraturan Pemerintah Nomor 1l Tahun 2017 Tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

4.

5.

6.



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2O15 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

g. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT'

IETITTUSKAIT:

Menctapkan:PERATURANGUBERNURNUSATENGGARATIMUR
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG SEBACIAN
TUGAS GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPADA WAKIL GUBERNUR, SEKRETARIS DAERAH'
ASISTEN DAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH;

BAB I
xgrEilruAr ltuuu

Pasal I

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:
t. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebasai unsur

penyelenggara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Gubernur adalah Gubemur Nusa Tenggara Timur;
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubemur Nusa Tenggara Timur;

5. sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Asisten adalah Asisten Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Pimpinan Perangkat Daerah atau yang kemudian disingkat dengan Pimpinan

PD adalah Pimpinan PD Provinsi Nuqa Tenggara Timur;
g. Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Timur;

BA8 II
MAI(SI'D DAN TU.'I'A}I

Pasal 2

pendelegasian wewenang sebagian tugas Gubernur dalan upaya efisiensi
dan efektifitas tugas Gubernur selaku Kepala Pemerintahan di daerah.

BAB III
PT^'ABAT DAIY TUGAS YAIITG DIDELEGASIKAI{

Pasal 3

pejabat dan tugas yang didelegasikan wewenangnya oleh Gubernur
seLagaimana teicantum dalam l,ampiral I, II, III dan IV merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini'

!,



BAB TV
I(ETEITTUAN PEIVUTUP

Pasal 4

peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang rnengetal. uinya, memerintahkan pengundangan
peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah
Prowinsi Nusa Tenggara TiInur.

Ditetapkan di KuPang

LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 5 OFfog€a- 1rl8

SEXRETARIS DAERAII
I{USA TENGGARA TIMI'R
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Lampiran I : Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor :

Tanggal :

PENDELEGASIAN WEWENANG SEBAGIAN TUGAS GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR KEPADA WAKIL GUBERNUR

NUSA TENGGARA TIMUR

NO. MATERI YAI| G DIDELEGASIKAN

1. BrDAn; 
"t"t" 

** 
"

Surat pengantar usul dan nota usul kenaikan pangkat bagi PNS
Gol. \V /c keatas di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/ Kota.
Penetapan Penyesuaian Masa Ke{a PNS.
Penetapan Kenaikan Pangkat bagi PNS yang berpangkat Pembina
Golongan IV/a ke atas.
Menandatangani surat perintah untuk mengikuti Diklatpim Tk. I.
Menandatangani Keputusan pengangkatan, mutasi dan promosi
jabatan struktural dan fungsional;
Menandatangani Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) dan Surat
Perintah Pelaksana Harian (Plh) bagi Pejabat struktural Eselon II
di Lingkungan Provinsi NTT setelah mendapat persetuj uan
Gubernur.
Penetapan keputusan bbas tugas dalam masa persiapan pensiun
PNS yang berpangkat Pembina Gol. IV/a ke atas.
Penetapan keputusan pemberhentian dengan hormat/tidak
dengan hormat PNS l{ab/ Kota yang berpangkat Pembina (lV/a)
dan Pembina Tk.I (IV/b) setelah mendapat persetujuan Gubemur'
Penetapan keputusan bebas tugas dalam masa persiapan pensiun
PNS yang berpangkat Pembina Gol. IV/a ke atas.
Penetapan keputusan pemberhentian dengan hormat/tidak
dengan hormat PNS Kab/Kota yang berpangkat Pembina (IV/a)
dan Pembina Tk.l (IV/b) setelah mendapat persetujuan Gubemur.
Pemberian Tugas Belqjar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Izin Perceraian
a. Pejabat eselon IV s/ll
b. Staf Golongan I s/d IV

Menandatangani surat usul pemberian tanda penghargaan Satya
kncana Karya Satya (SLKS).
Penetapan kenaikan pangkat bagi PNS yang berpangkat Pembina
golongan IV/a ke atas.

2. BIDAITG KTUAIVGAN.

l) Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
2l Menandatangani keputusan penerima beasiswa bagi mahasiswa

yang tidak mampu;
3) Menandatangani keputusan tentang bantuan beasiswa

pendidikan kepada dolcter muda;
4l Menandatangani keputusan tentang bantuan beasiswa

pendidikan kepada dokter hewan;

0.



Menandatangani keputusan tentang bantuan penelitian kepada
mahasiswa;
Menandatangani SK tentang penetapan penerima bantuan hibah
dan Bantuan Sosial (Bansos);
Menandatangani keputusan tentang Pengelola Keuangan Daerah
Penunjukan Pejabat Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang,
Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Penunjukan Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang pada
dinas, Sekretariat DPRD, lembaga teknis, RSUD wz Johanneg
Kupang;
Penunjukan Pejabat Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang
di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Penunjukan penyimpanan barang dan pengurus barang daerah
pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah,
Inspektorat, Bappeda, l,embaga Teknis Daerah, RSUD WZ
Johannes Kupang.

6)

7l
8)

e)

10)

1l)

4. BIDAIIG ASET.

Menandatangani keputusan tentang pelepasan aset dan
penghapusan aset bergerak dan aset tidak bergerak.

5. BIDAT{G KELEMBAGAAN.

l) Rekomendasi Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten / Kota.

2) Memberikan persetujuan terhadap Rancangan Perda
Kabupaten / Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat
Daerah Kabupaten/ Kota.

3) Menandatangani keputusan Pembentukan lembaga baru non
struktural.

4) Menandatangani keputusan pengangkatan Tim Ahli / Tim Pakar.

6. BIDAIYG PEMERINTAHAIY.

Melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten / Kota
Melakukan pembinaan dan pengendalian penataan Perangka
Daerah Kabupaten/ Kota
Menunjuk dan menyetujui penjabat Sekretaris Daerah
Mengajukan Perda Kabupaten / Kota tentang pembentukar
kecamatan kepada Menteri untuk mendapat persetujuan;
Membatalkan keputusan Bupati/Wali Kota tentang pengangkatar
camat yang tidak sesuai dengan ketentuan
Menyampaikan laporan Perda Kabupaten / Kota yang telal
mendapat nomor register secara berkala kepada Menteri.
Melakukan pengendalian atas defisit APBD lhbup aten /Kotz
dengan berdasarkan batas maksimal delisit APBD dan batar
maksimal jumlah kumulatif pinjaman Daerah
Melalukan evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilaksanakar
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
Mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan kawasar
perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan olet
Pemerintah Pusat
Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap keda sama yanl
dilakukan daerah Kabupaten/ Kota dalam satu provinsi.

1)

2l

7l

8)

10)
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11) Melakukan fasilitasi khusus kepada penyelenggaraan Pemerin
Daerah Kabupaten/Kota yang telah dibina namun tit
menunjukkan perbaikan kinerja

12) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
Pembantuan yang dilaksanakan Daerah Kabupaten / Kota

13) Melakukan pengawasan umum dan teknis terhada
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot
(pembagian Urusan Pemerintahan; kelembagaan Daerah
kepegawaian pada Perangkat Daerah; keuangan Daerah;

14) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan keten
peraturan perundang-undangan.

L



Lampiran ll : Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor
Tanggal :

PENDELEGASIAN WEWENANG SEBAGIAN TUGAS GUBERNUR

NUSATENGGARATIMURKEPADASEKDAPRoVINSINUSATENGGARATIMUR

BIDANG KEPEGAWAIAT

@NSmenjadiPNS.
p6gkat6agiTNS y.ttg berpangkat pengatur

PenetaPan kenaikan

muda golongan II/a s/d penata ti"&!]g9lge"" IIVd'
i gkat basi PNS

vanchrpanck@,-ia:g"fiilffiat Pembina utama

Muda golongan IV/c ke atas'
?-Fener.

Venanaatanfani surat Perintah Petaksana Tugas (Plt) dan surat

perintah Pelaksana Harian (Plh) bagi pejabat struktural eselon III

mnat Daerah '7-Menandatansani SK Tim Kerja di lingkungan I

nan l Pencabutan

tugas belajar PNS yang mengikuti pendidikan di dalam negeri dan

luar negeri setelah mendapat persetujuan Gubernur'

V""t", in belajar bagi

PNS yang mengikuti program Pendidikan 53 dan 32 setelah

mendapat Persetujuan Gubernur.
tut mengikuti Diklat

Prajabatan, Diklat Pim tingkat II, III & IV.

@ Lulus Ujian Dinas dan Ujian
Penyesuaian pangkat.
tr{enanaatangani Salinan dan Petikan Keputusan tentang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan

dari Jabatan Struktural Ess.II, di Lingkungan Pemprov. NTT.

Menandatangani Keputusan tentang Penyesuaian Jenjang Jabatan
Fungsional dan Penandatanganan Penetapan Angka Kredit (PAK)

bagi Pejabat Fungsional Golongan IV di Lingkungan Provinsi NTT'
/ Menandatangani Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) dan Surat

Perintah Pelaksana Harian (Plh) bagi Pejabat struli:tural Eselon III
di Lingkungan Provinsi NTT.

Penetapan keputusan bebas tuga.s dalam masa persiapan pensiun
PNS yang berpangkat Penata Muda Gol. III/a s/d Penata Tingkat I

Gol. III/d setelah mendapat persetuj uan Gubernur.
Penetapan Keputusan Pemberhentian dengan hormat/tidak
dengan hormat PNS yang berpangkat Penata Muda (III/a) s/d
Penata Tk.I [ll/d) setelah mendapat persetujuan Gubernur.

r' Pemberian / Penolakan iein perkawinan lebih dari seorang dan fuin
perceraian bagi PNS.

I



tot (Struktural

Esselon III} yang "k"' 
dijalankan di Dalam Negeri berupa : Cuti

Tahunan,CutiBesar,CutiSakit,CutiBersalin,Cutikarena

janji CPNS'

inas (SPPD)

pjabat Struktural Eselon II'

harga barang dan jasa

lKot'a (RPJPD

RPJMD, APBD,
pelaksanaan APBD,

Retribusi Daerah;

Perubahan APBD, Pertanggungi

Tata Ruang Daerah serta Pajak Daerah

Menyelaraskan Perencanaan
Kabupaten/Kota dan antara

pembangunan antar
daerah Provinsi dan

Kabupaten / Kota di wilaYahrrYa

ffiinasi teknis pembangunan

Provinsi dan d.aerah Kabupaten/Kota dan

Kabupate n / Kota' lingkup d?g1rtt Provinsi
i kePada Pmerintah Pusat atas usu

DAK pada daerah f"b
raa KabuPaten/K

yang diajukan "t"h 
e,rp"ti/W"li K"q

Penunjukkan Pengguna anggaran'
bendahara penerimaan, bendahara
penerimaan Pembantu, bendahara

kuasa pengguna anggaran

perangkat daerah lrovinsi;
tr dan kuasa

umum daerah Pada SKPKD.

nsi Penataan Perangkat

bupaten/Kota.

rrunRfi,

KELEMBAGAAN



l.ampiran III : Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor :

Tanggal :

PENDELEGASIAN WEWENANG SEBAGIAN TUGAS
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR KEPADA ASISTEN UMUM SEKDA PROVTNSI

NUSA TENGGARA TIMUR

NO. MATERI YAI{G DIDTLEGASIKAIY

1. PCnetapan pemindahan PNS Dari Provinsi NTT ke Kabupaten / Kota
dalam Provinsi NTT dan sebaliknya.

2. Penetapan pemindahan PNS Antar Perangkat Daerah di Lingkungan
Provinsi NTT.

3. Antar Kabupate n / Kota dalam Provinsi
NTT.

TEIYGGARA TIMuRtf,'

LAISKODAT

t.



La.mpiran IV : Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor :

Tanggal :

PENDELEGASIAN WEWENANG SEBAGIAN TUGAS
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPADA KEPADA PIMPINAN PERANGKAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGCARA TIMUR

NO. UATERI YAJ{G
DIDELEGASIKAN

KETERAIYGAN

l. Surat pengantar usul dan nota usul
kenaikan pangkat bagi PNS Gol. IVlb
kebawah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi NTTdan PNS Gol lv/as/dIV/b
Kabupaten / Kota.

Kepala Badan
Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa
Tenggara Timur

2. Penetapan Kenaikan Pangkat bagi PNS
yang berpangkat Juru Tingkat I
Golongan I/d ke bawah.

Kepala Badan
Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa
Tenggara Timur

J. Menandatangani sa-linan dan petikan
kenaikan pangkat bagr PNS yang
berpangkat Pengatur muda Gol. II/a s.d
Penata Tingkat I Gol. IIIld keatas.

Kepala Badan
Kepegawaial Daerah
Provinsi Nusa
Tenggara Timur

4. Kenaikan Gaji Berkala PNS yang
berpangkat Golongan III/a s.d. IVlb.

Kepala Badan
Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa
Tengqara Timur

5. r' Pemberian suti fegi PNS:
- Pejabat Tinggi Madya (Struktural

Esselon I), dan Pejabat Fungsional
Utama.

- Cuti diluar Tanggungan Negara bagi
seluruh PNS.

- Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti
Sakit. Cuti Melahirkan dan Cuti
Karena Alasan Penting yang akan
dijalankan di Luar Negeri bagt
seluruh PNS.

I



{ Pemberian cuti bagi PNS dilingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur: Pejabat pimpinan tinggi
pratama (struktural eselon II) yang
akan diialankan di dalam negeri
berupa:
- Cuti tahunan
- Cuti besar
- Cuti sakit
- Cuti bersalin
- Cuti karena alasan penting

6. Menetapkan keputusan Tentang
penggantian (duplikat) keputusan di
Bidang Kepegawaian.

Kepala Badan
Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa
Tenggara Timur

7. Menandatangani salinan dan petikan
Penyesuaian jenjang pendidikan bagr
PNS.

Kepala Badan
Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa
Tenqgara Timur

8. Menandatangani surat (pengantar) usul
dan nota usul kenaikan pangkat bagi
PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi
NTT.

Kepala Badan
Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa
Tenggara Timur

9. Menandatangani surat (pengantar) usul
kenaikan pangkat bag PNS
dilingkungan Kabupaten/ Kota.

Kepala Badan
Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa
Tenqqara Timur

10. Menandatangani keputusan tentang
pemberian izin belajar PNS yang
mengikuti program Pendidikan S I ke
bawah setelah mendapat persetujuan
Gubernur.

Kepala Badan
Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa
Tenggara Timur

11. Menandatangani surat perintah untuk
mengikuti Diklat Teknis/Diklat
Fungsional.

Kepala Badan
Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa
Tenggara Timur

12. Menandatangani Salinan dan Petikan
Keputusan tentang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian PNS
dalam dan dari Jabatan Struktural
Ess.,III, IV di Lingkungan Pemerintah
Pemprov. NTT.

Kepala Badan
Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa
Tenggara Timur

13. Menandatangani Salinan dan Petikan
keputusan tentang penyesuaian jenjang
jabatan fungsional.

Kepala Badan
Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa
Tenggara Timur

!



kepala Badan
Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa
Tenggara Timur

trfenanaatangani keputusa! tentang
penyesuaian Jenjang . .J"}"?l
i'ungsionaf dan Penetapan Angka Ituedit
(PAK) bagr pejabat fungsional golongan

iul"i "/a 
(il/d) di lingkungan Provinsi

Kepala Badan
Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa
Tenggara Timur

dalam masa persiapan l2purna tugas
PNS yang berpangkat Pengatur Tingkat I
GoI. II/d kebawah setelah mendapat

Penetapan kePutusan bebas tugas

fepala Badan
Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa
Tenggara Timur

eettetapa.t keputusan pemberhentian
dengan hormat/tidak dengan hormat
eNS yang berPangkat Pengatur Tk'I
(IIld) kebawah setel,ah mendaPat

Kepala Badan
Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Pd;be.ian Cnti bagi PNS : Pejabat
Pengawas (Struktural Eselon IV) dan

/ atau Pejabat Fungsional Gol. III dan IV
yang akan dijalankan di Dalam Negeri

Uerup" : Cuti Tahunan Cuti Besar Cuti
Sakit Cuti Bersalin Cuti karena Alasan
Penting Cuti sakit lebih dari 14 hari
bagi .tFU dan Pejabat Fungsional Gol II'
- Cuti Besar bagi JFU dan Pejabat

Kepala Badan
Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa

-pe.tgarnUiian 
sumpah dan janji CPNS.

Kepala Badan
Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa
Tenggara Timur

tllenanOatangani surat perintah
pelaksana tugas (plt) dan surat perintah
pelaksana harian (plh) bagi pejabat
Struktural eselon IV di Lingkungan

Kepala Badan
Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Surat pengantar usul dan nota usul
kenaikan pangkat bagi PNS golongan
IV/b kebawah di lingkungan pemerintalr
provinsi dan PNS golongan IV/a s/d
IV/b kabupaten/kota.

Kepala Badan
Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa

Penetapan kenaikan pangkat bagi PNS

yang berpangkat juru tingkat I golongan
I/d ke bawah.

Keoala Badan
Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Menandatangani Salinan dan Petikan
kenaikan pangkat bagt PNS Yang
berpangkat Pengatur Muda Golongan
ll/as/d Penata tingkat I eqlg4SenlIV-d-

I
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22. Menandatangani Salinan dan petikan
penyesuaian jenjang Pendidikan bagi
PNS.

Kepala Badan
Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa
Tenggara Timur

23. Menandatangani surat (pengantar) usul
dan nota usul kenaikan pangkat bagi
PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi
NTT.

Kepala Badan
Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa
Tengqara Timur

24. Menandatangani Salinan dan Petikan
kenaikan pangkat bag PNS yang
berpangkat Juru Tingkat I ke bawah.

Kepala Badan
Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa
Tenggara Timur

25. Kenaikan Gaji Berkala PNS yang
berpangkat Juru Tingkat I Golongan
IIld ke bawah.

Kepala Badan
Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa
Tenggara Timur

26. Menandatangani Salinan dan Petikan
Keputusan Kepala BKD Prov. NTT
tentang Penyesuaian Jenjang Jabfung di
Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

Kepala Badan
Kepegawaian Daerah
Provinsi Nusa
Tenggara Timur

27. Menandatangani Surat Perintah
Pelaksana T\rgas (Plt) dan Surat
Perintah Pelaksana Harian (Plh) bagr
Pejabat Struktural Eselon IV di
Linckunsan Provinsi NTT.

Pimpinan Perangkat
Daerah

28. Pemberian Cuti bag PNS : Pejabat
Pelaksana UFUI dan atau pejabat
Fungsional Golongan II yang akan
dijalankan di Dalam Negeri berupa:
Cuti Tahunan
- Cuti Sakit 1 s/d 14 hari.
- Cuti Bersalin.
- Cuti karena Alasan Penting .

Pimpinan Perangkat
Daerah

29. Menandatangani Surat Perintah
Peg'alanan Dinas (SPPD) kepada pejabat
Struktural Eselon III dan IV serta. staf.

Pimpinan Perangkat
Daerah

30. Menandatangani Surat Perintah
Peq'alanan Dinas (SPPD) kepada pejabat
Struktural Eselon III dan IV serta staf di
lingkungan Sekretariat Daerah.

Kepala Biro

TII|IUR,A

LAISKODAT

r('

:;l

(


